
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
MK Putus Uji Ketentuan Pengambilan Paksa Anak 

 
Jakarta, 26 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian 

materiil Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap UUD 1945 pada Kamis (26/9), mulai 

pukul 10.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 140/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Aelyn 

Halim, Shelvia, Nur, Angelia Susanto, dan Roshan Kaish Sadaranggani. 

Para Pemohon seluruhnya memiliki kesamaan, yakni setelah bercerai memiliki hak asuh anak namun saat ini tidak 

mendapat hak tersebut karena mantan suaminya mengambil anak mereka secara paksa. Mulai dari Aelyn Halim selaku 

Pemohon I mengaku tidak mengetahui keberadaan anaknya karena telah disembunyikan oleh mantan suaminya yang 

dibawa tanpa sepengetahuan sejak tiga tahun lalu. Ia sudah melaporkan ke pada pihak kepolisian namun tidak diterima 

dengan alasan yang membawa kabur adalah ayah kandungnya. Begitu pula dengan Shelvia selaku Pemohon II, mantan 

suaminya melakukan pemalsuan identitas anak dalam pembuatan paspor tanpa seizinnya untuk pergi ke luar negeri. 

 

Nasib yang sama juga dialami Nur sebagai Pemohon III, anak keduanya diculik oleh mantan suami pada akhir Desember 

lalu yang hingga saat ini terlapor belum dijadikan tersangka dan tidak ada kejelasan mengenai keberadaan anak 

keduanya. Selanjutnya Pemohon IV, yakni Angelia Susanto yang memiliki mantan suami warga negara asing masih 

belum menemukan keberadaan anaknya hingga saat ini. Mantan suaminya menculik anak mereka pada Januari 2020. 

Terakhir, Roshan Kaish Sadaranggani ketika anaknya diambil oleh mantan suami telah berupaya melapor ke KPAI dan 

mengajukan eksekusi melalui Pengadilan Negeri. Akan tetapi, hingga saat ini masih tidak mendapat akses untuk 

menemui anak-anak. 

 

Sehingga menurut Pemohon dengan tidak adanya tafsir yang jelas dan tegas mengenai ketentuan frasa “Barang siapa” 

dalam Pasal 330 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur 

dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang 

untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” apakah dapat diterapkan terhadap ayah atau ibu 

kandung sebagai subjek hukum sebagaimana tersebut di atas, dalam praktiknya menimbulkan kesewenang-wenangan 

hukum yang mengakibatkan adanya perlakukan yang berbeda-beda. 

 

Dalam persidangan pada Rabu (6/3), Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Asep Nana Mulyana mengatakan bahwa pada prinsipnya suami istri yang telah bercerai secara hukum masih 

diberikan hak dan tanggung jawab terhadap anak akibat perceraian sehingga kedua belah pihak harus tetap memiliki 

itikad baik demi perkembangan anak. Selanjutnya Anggota Komisi III DPRI RI Taufik Basari mengatakan permohonan 

Pemohon bukan persoalan konstitusionalitas melainkan persoalan implementasi norma. Terakhir, Ahmad Sofian sebagai 

Ahli Hukum Pidana pada Selasa (9/7) menyampaikan bahwa setiap orang termasuk orang tua anak yang bukan sebagai 

pemegang hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, membawa lari anak tersebut, 

maka tindakan itu seharusnya termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 330 ayat (1) 

KUHP, meskipun anak telah memberikan persetujuan atas tindakan membawa lari tersebut. (TIR) 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, telepon: 08121017130 dan laman: www.mkri.id 

http://www.mkri.id/

